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ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN
RUANG KOTA BERBASIS LINGKUNGAN

(Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)

Oleh
RUDI ARLANSYAH

Penataan ruang berbasis lingkungan merupakan kebijakan yang penting dalam
rangka mewujudkan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan. Dalam kenyataannya di Bandar Lampung penataan ruang tersebut
belum sepenuhnya berorientasi pada penataan ruang kota berbasis lingkungan.
Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam
penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor
apakah penghambat dalam Kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota
berbasis lingkungan di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan
dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung
dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan dilakukan melalui beberapa langkah
yaitu menerbitkan regulasi daerah terkait penataan ruang yaitu Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2011-2030, penataan kawasan lingkungan pemukiman padat dan
pemukiman kumuh, serta melakukan perencanaan kerjasama antar instansi dalam
penataan kota berbasis lingkungan (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat
dalam kebijakan pemerintah dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan di Kota
Bandar Lampung adalah sulitnya kerjasama dan koordinasi antar instansi, kondisi
wilayah sebagai kawasan rawan bencana berupa bencana tanah longsor dan gerakan
tanah, rawan gelombang pasang dan tsunami dan rawan banjir dan pengembang
perumahan yang tidak menaati tata ruang kota yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Kota.

Kata Kunci: Kebijakan, Penataan Ruang, Berbasis Lingkungan



ABSTRACT

ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY IN PLANNING OF
SPATIAL CITY BASED ON ENVIRONMENTAL

(Study at Bumi Waras Urban Village of Bandar Lampung)

By
RUDI ARLANSYAH

Environmental spatial arrangement is an important policy in order to realize the
safe, comfortable, productive, and sustainable urban spatial plan. In reality in
Bandar Lampung spatial arrangement is not yet fully oriented to the arrangement of
urban space based environment. The problems of this research are: (1) How is
planning of spatial city based on environmental at Bandar Lampung City? (2) What
factors are obstacles planning of spatial city based on environmental at Bandar
Lampung?

The problem approach used is juridical normative and empirical. The type of data
used is primary data and secondary data. Data collection was done by literature
study and field study and then analyzed qualitatively.

The results of this study are: (1) The policy of the City Government of Bandar
Lampung in the arrangement of city-based urban space is done through several
steps, namely issuing regional regulations related to spatial arrangement, namely
Bandar Lampung City Regulation No. 10/2011 on Spatial Plans for 2011-2030, (2)
The factors that become obstacles in government policy in city-based urban spatial
arrangement in Bandar Lampung City is the difficulty of cooperation and
coordination between agencies, the condition of the region as a disaster prone area
in the form of landslide and land movement, tsunami-prone and tsunami-prone and
flood-prone housing developers that have been determined by the City Government.

Keywords: Policy, Spatial Planning, Based on Environmental
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan lahiriah dan

kepuasan batiniah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan.

Sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, tujuan kebijakan perumahan

adalah untuk menjamin bahwa semua rakyat Indonesia, khususnya golongan yang

berpenghasilan rendah, mempunyai akses untuk mendiami rumah yang memadai

dan terjangkau dalam suatu lingkungan yang sehat. Agar tujuan pembangunan

perumahan tercapai, pemerintah terus merumuskan berbagai strategi dan program

di bidang penataan lingkungan pemukiman.

Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dengan meminimalisasi perumahan

yang kumuh dapat diterapkan antara lain dengan mempertimbangkan

keseimbangan ekologis, upaya-upaya mencegah kehancuran lingkungan, penataan

kawasan pemukiman dan antisipasi pencemaran lingkungan yang membahayakan

kesehatan. Pentingnya peran manusia dalam pelestarian alam, peran tata uang

dalam pengelolaan lingkungan hidup, seluk beluk manajemen lahan perkotaan dan

harapan tentang masa dapan kota yang selaras dengan nuansa lingkungan. Hal ini

mengingat bahwa lingkungan yang sehat merupakan hak konstitusional yang

diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
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Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur:

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Pemerintah kota dalam upaya untuk mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah

wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis tersebut harus peka

terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam penataan lingkungan

perumahan. Manusia telah sedikit banyak berhasil mengatur kebiasannya sendiri

dan sekarang dituntut untuk mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan

yang normal dari alam dan lingkungan agar selalu dalam keseimbangan,

khususnya yang menyangkut lahan, air dan udara.lahan merupakan benda yang di

cari tapi sedikit dimengerti oleh manusia.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang diketahui bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota

dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang wilayahkabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tersebut di tingkat kota dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Bandar Lampung selaku instansi terkait yang memiliki
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tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam hal penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.

Perencanaan sektoral jaringan prasarana umum atau instruktur merupakan sasaran

bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandar Lampung dalam

menciptakan kawasan kota berbasis lingkungan. Kota berbasis lingkungan

mengandung arti sebagai kota yang bersih dari polusi udara, tertib dan memiliki

keindahan alam pepohonan di sekitar jalan-jalan utama di perkotaan sehingga

dapat menimbulkan keindahan panorama di sekitar kota. Aspek-aspek capaian

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memang belum semuanya

terlaksana karena banyaknya pertimbangan pemikiran tentang kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta mempertimbangkan

keinginan komponen masyarakat (stokeholders) untuk mewujudkan masyarakat

sejahtera, adil, aman, dan demokratis dengan dukungan pelayanan publik yang

baik, sehingga diharapkan dapat tercipta kawasan perumahan dan pemukiman

yang bersih dan sehat di Kota Bandar Lampung.

Fenomena yang dihadapi oleh pemerintah daerah di bidang penataan lingkungan

pemukiman adalah semakin berkembangnya lingkungan pemukiman kumuh dan

tidak memenuhi kualitas kesehatan. Hal ini disebabkan oleh konsep penataan kota

yang umumnya berkembang secara bertahap tetapi tanpa dilandasi perencanaan

kota yang menyeluruh dan terpadu. Penataan kota tidak dipersiapkan atau
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direncanakan untuk menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu

yang relatif pendek. Kota-kota besar di Indonesia menampilkan wajah ganda, di

satu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam

wujud arsitektur modern di sepanjang tepi jalan utama kota, namun di sisi lain

nampak menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang

sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia

yang hidup di wilayah perkotaan tersebut, sehingga menunjukkan adanya krisis

dalam perencanaan perkotaan. Pembangunan perkotaan yang tidak terencana

dengan baik, pada perkembangan berikutnya berdampak pada munculnya masalah

dalam kehidupan masyarakat perkotaan, seperti munculnya kesan bahwa kota

menjadi kumuh, mudah terjangkitnya penyakit pada masyarakat di pemukiman

kumuh dan munculnya anggapan bahwa pemerintah kota setempat tidak mampu

mengelola peningkatan kualitas perumahan yang berkualitas.1

Krisis perencanaan perkotaan di antaranya disebabkan oleh kurangnya tenaga

profesional dalam bidang perencanaan kota, sehingga produk yang dihasilkan di

berbagai kota kurang berkualitas atau di bawah standar penataan kota yang ideal.

Selain itu, tumpang tindihnya bebagai perencanaan dan kebijakan kota oleh

instansi yang berbeda, berakibat pada ketidakjelasan aparat pelaksananya

kebijakan tersebut di lapangan.2

Pada kenyataannya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut tidak sesuai dengan fakta

1 Ruddy Williams. Klasifikasi Perncanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan.
Penerbit Widiatama. Jakarta. 2001. hlm 52.
2 Ibid. hlm 52.
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yang terjadi di Kota Bandar Lampung, di mana pembangunan komplek

perumahan dan industri yang mengabaikan keseimbangan lingkungan sehingga

memberikan dampak yang buruk, salah satunya adalah di Kelurahan Bumi Waras.

Salah satunya pembangunan perumahan Bukit Alam Surya (BAS) Residen milik

Arthalita Suryani yang menyebabkan longsor di kecamatan Bumiwaras

Bandarlampung, akibat penggerusan bukit di kawasan tersebut.3

Contoh lainnya adalah reklamasi pantai oleh PT Teluk Wisata Lampung (TWL)

yang berlokasi di Bukit Kunyit Kelurahan Bumiwaras Kecamatan Bumiwaras

seluas 50 hektare yang merupakan perpanjangan dari perizinan sebelumnya yaitu

tahun 2010 dan berakhir pada 2015. Kegiatan reklamasi pantai ini berpotensi

menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem dan biota laut, serta menyebabkan

dampak buruk pada lingkungan di sekitar reklamasi. 4

Hal ini tidak sesuai dengan konsepsi mengenai pentingnya penataan ruang

berbasis lingkungan dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu penataan ruang harus berbasis

mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan

kehidupan dan penghidupan;

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota memiliki

kewenangan strategis dalam membenahi ketimpangan dan tidak tepatnya sasaran

perencanaan pembangunan kota, melalui pengaturan dan program-program

3http://www.bandarlampungnews.com/index.php?k=hukum&i=16573Gunung+Camang+Ayin+
Robohkan+Belasan+Rumah. Diakses Selasa 04 September 2016.
4http://harianlampung.com/index.php?k=politik&i=23832-bandarlampung-keluarkan-izin-
reklamasi-baru. Diakses Selasa 04 September 2016.
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kegiatan perencanaan kota yang bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan

yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat kota dan sesuai dengan amanat

otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan,

kekhususan dan keseragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penataan kota berbasis lingkungan, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan

lingkungan dan kelayakan huni merupakan suatu persoalan yang harus segera

ditangani dan dicarikan jalan keluarnya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung,

sehingga kualitas penataan kota tersebut menjadi lebih baik, memenuhi syarat

keindahan, kebersihan dan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Kebijakan Pemerintah

dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan

Bumi Waras Kota Bandar Lampung).

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka

pokok bahasan diatas yang diteliti adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan

ruang kota berbasis lingkungan?
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2. Faktor-faktor apakah penghambat dalam Kebijakan Pemerintah Kota Bandar

Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara,

dengan kajian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

penataan ruang kota berbasis lingkungan dan faktor-faktor yang menjadi

penghambat kebijakan tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada

Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan

pada Tahun 2018.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

penataan ruang kota berbasis lingkungan

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Kebijakan Pemerintah

Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala

pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui masalah kebijakan
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Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis

lingkungan

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandar Lampung dan pihak-pihak

yang berwenang dalam peningkatan kualitas tata ruang di Kota Bandar

Lampung. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pihak lain yang

membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai

implementasi Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas

di masa-masa yang akan datang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu

organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu.

Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi

yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga5

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen

yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan

membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-

kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan

memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang

diinginklan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat

melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang

5 Malayu S.P. Hasibuan. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press. Jakarta. 2004. hlm. 23
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akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang

ingin dicapai organisasi6

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan

atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk

seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah

yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari

sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai

kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan,

kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang

dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan

tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok

sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan

6 Soewarno Hariyoso. Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi, Penerbit Erlangga, Jakarta.
2002. hlm. 72
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b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik

dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok

sasaran dimaksud7.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya

merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial,

dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis

kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain:

masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan

dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda

perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang

sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia

dan transparansi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan

pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau

tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi

pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah

merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh

pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

7 Azrul Azwar. Pengantar Administrasi, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.
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Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara

langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan

masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:

a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai

pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik

untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga

dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta

pressure groups, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan

b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut

pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentukan personil

dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi

kehidupan masyarakat

c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang

mempengaruhi kehidupan masyarakat8

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat

beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama

kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu

kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar

terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya

dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol

8 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.16
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nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (market failure) dan tersedianya

teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. Policy Formulation

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk

menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai

mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah

pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan

analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus

diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

c. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan

melalui dukungan stakeholders. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses

rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (policy alternative) yang dilakukan

pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan

merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan

direkomendasi.

3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih

besar dari efek negatif yang akan timbul.
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d. Policy Implementation

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi

tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan

pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi berkaitan dengan

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi

ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir,

seorang administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode

yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi

berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang

dapat diterima dan feasible serta dapat menerapkan penggunaan instrumen-

instrumen, melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program.

e. Policy Assesment

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses

implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya

dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan. 9

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan

terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara

mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen

kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana,

siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen

dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen

9 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.18
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tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan.

Cara ini biasa disebut implementasi. Proses implementasi kebijakan tidak hanya

menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group,

melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial

yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang

terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik

yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu

tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di

dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa

implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya,

bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan

diukur. 10

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran

yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa disebut

implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta

baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya

upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta

mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

10 Solichin Abdul Wahab.Op Cit..hlm. 62.
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2.2 Pengertian Penataan Ruang Kota

Penataan ruang kota adalah satu upaya untuk meningkatkan sistem penyusunan

rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang

dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk

mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan

lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di

daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun

lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua

pihak secara konsisten11

Perkembangan kota yang sangat besar, hampir tak terkendali, telah menimbulkan

berbagai dampak pada kondisi psikologis manusia maupun lingkungan.

Berkembangnya kawasan-kawasan strategis di kota, menarik penduduk pedesaan

untuk bekerja di kota yang mereka anggap dapat meningkatkan kualitas hidup.

Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan merupakan beban bagi lingkungan

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya dan estetika. Dengan

memperhatikan semua kendala tersebut, maka para pengelola pembangunan baik

pemerintah maupun swasta, diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan suatu

mekanisme kerja yang terpadu serta turut sertanya masyarakat dan instansi-

instansi penegak hukum dihimbau agar dapat turut serta dalam mengelola

pembangunan kota, khususnya yang berbasis lingkungan. Pengelola

pembangunan kota yang berbasis lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas

manusia melalui peningkatan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosialnya.12

11Budi Raharjo. Kota Berwawasan Lingkungan, Pranada Media. Jakarta, 2004. hlm. 11
12Ibid. hlm.12
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Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan

kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan

ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan; tidak terjadi pemborosan pemanfaatan

ruang; dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Ruang lingkup penataan ruang merupakan objek Hukum Administrasi Negara,

sehingga hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk

fungsi budi daya. 13

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dimaksud dengan

13 Muhammad Akib, Charles Jackson dkk. Hukum Penataan Ruang. Pusat Kajian Konstitusi dan
Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung 2013.
hlm.33
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penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya

tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan

meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu

berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan

subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya

dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahun 2011-2030, adalah adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Beberapa kriteria kawasan perumahan atau permukiman yang layak adalah

sebagai berikut:

a. Ketersediaan layanan

Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infra struktur. Tempat

tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi

kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari

hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki akses yang berkelanjutan

terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk

memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan

sampah, saluran air, layanan darurat.
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b. Keterjangkauan.

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus

pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan

dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh

Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan

dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan.

Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi

dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang

tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa.

c. Layak huni.

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat

menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi

mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-

ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit.

Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Tempat tinggal sebagai faktor

lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab

penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan

kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan

dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

d. Aksesibilitas.

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak

atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula,

anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-

positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam,
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penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai

standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

e. Lokasi.

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses

pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-

fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di

lokasi-lokasi yang telah atau atau akan segera terpolusi, yang mengancam hak

untuk hidup sehat para penghuninya.

f. Kelayakan budaya.

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-

kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan

pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas

yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat

tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat

tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas

berteknologi modern, juga telah dilengkapkan dengan semestinya.14

2.3 Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan

Rencana pembangunan kota merupakan tahap perencanaan yang memang sangat

berarti bagi kelangsungan perkembangan kota, dengan berbagai masalah-masalah

yang timbul dari konteks ruang lingkup lingkungan perkotaan adalah tugas bagi

pemerintah kota untuk dapat menanggulangi hal-hal yang menyebabkan

kerusakan lingkungan, tata ruang kota yang tidak tertib dan sebagainya. Pasal 3

14 Zulfie Syarief, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah, USU Press, Medan. 2000.hlm. 9-11.
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan

tujuan penataan ruang adalah terselenggarannya pemanfaatan ruang berbasis

lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan misi dari pemerintah kota untuk mewujudkan

peningkatan kualitas pemukiman kumuh.

Perencanaan lingkungan merupakan spesialisasi atau titik pusat perencanaan kota

yang menempatkan prioritas utama pada berbagai masalah lingkungan, mencakup,

masalah penggunaan lahan, serta kebijakan, dan rancangan penggunannya. Istilah

wawasan lingkungan terutama mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan

dengan kualitas sumber daya alam karena kaitannya dengan kondisi manusia dan

lingkungan buatan, sudut pandang dalam perencanaan lingkungan yang modern

biasanya sangat berpariasi misalnya bergerak dari perolehan sumber daya ke

proteksi lingkungan atau dari lingkungan sebagai sebagai suatu yang penuh resiko

menjadi lingkungan sebagai suatu yang dapat menunjang kehidupan manusia.

Lebih lanjut, perencanaan lingkungan tidak memberikan prioritas pada lingkungan

alami maupun lingkungan buatan. Akan tetapi biasanya berkaitan dengan

masalah-masalah yang muncul dari interaksi antar keduannya.15

Pelaksanaan tata ruang kota mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dirasa lebih luwes

(fleksible), karena lebih mendasarkan pada kecenderungan yang terjadi, dan setiap

5 (lima) tahun di evaluasi dan bila terjadi penyimpangan dapat direvisi kembali.

Namun dengan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang kota

15Ibid. hlm.13-14
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ini menunjukkan pula adanya ketidak pastian dari rencana tata ruang kota yang

telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tersebut.

Pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal

dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai

penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsekuen dalam

melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab utama kurang efektifnya

rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah

selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya

unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam

rencana tata ruang kota.

Pembangunan di perkotaan yang dilaksanakan selama ini tampaknya ada konsep

yang cenderung dilupakan, yakni mengenai bagaimana mengidentifikasi dan

mengkonseptualisasi cita-cita masyarakat berwawasan ekologi perkotaan yang di

dalamnya mencakup dimensi-dimensi teknologis, politis, sosiologis, dan juga

dimensi kemanusiaan. Belajar dari beragam benacana yang berulang dari tahun

ketahun, seperti misalnya banjir, maka orientasi pembangunan kota sudah saatnya

ditekankan pada penciptaan kota yang manusiawi dan sebuah kota yang

bersahabat dengan wawasan lingkungan. Paradigma ini tampak mendesak dan

menjadi sebuah keharusan karena kebanyakan kota-kota besar berkembang

dengan mengabaikan kepentingan sosial-budaya masyarakat dan cenderung

merusak keseimbangan ekosistem. Indikasi paling kuat akan ketidakseimbangan
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tata ruang adalah semakin merebaknya komersialisasi ruang yang ditandai dengan

semakin membanjirnya bisnis propreti dan bisnis lokasi tanpa regulasi yang jelas16

Perencanaan kota berbasis lingkungan merupakan salah satu program perencanaan

pemerintah kota Bandar Lampung yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang bernuansakan

alam yang bersih dari polusi. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri

telah menjalankan beberapa tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tata

ruang kota berbasis lingkungan sebagaimana diketahui bahwa Rencana Tata

Ruang kota yang berisi rencana penggunaan lahan perkotaan. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

rencana penataan ruang dibedakan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, yang

merupakan rencana jangka panjang; Rencana Detail Tata Ruang Kota, sebagai

rencana jangka menengah, dan Rencana Teknis Tata Ruang Kota, untuk jangka

pendek. Ketiga jenis tata ruang kota tersebut disajikan dalam bentuk peta-peta dan

gambar-gambar yang sudah pasti akan di bangun sesuai dengan tata ruang.

Perencanaan merupakan bagian dari hukum sehingga tunduk pada norma-norma

hukum tertutama hukum administrasi. Dalam rangka perencanaan pembangunan,

setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah sesuai dengan asas

dalam penyusunan rencana tersebut berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi

kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam

melaksanakan evaluasi kinerja oleh Kementerian / Lembaga baik Pusat maupun

Daerah harus mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja

16 Ruddy Williams. Klasifikasi Perncanaan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan.
Penerbit Widiatama. Jakarta. 2001. hlm 56
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untuk menjamin keseragaman metode, dan ukuran sesuai denag jangka waktu

sebauah rencana. 17

Pembangunan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan pada dasarnya

merupakan konsep dasar pembangunan yang bertujuan menselaraskan langkah-

langkah pembangunan dengan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan,

guna menjamin pelestarian fungsi lingkungan. Perkembangan kota yang sangat

besar, hampir tak terkendali, telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi

psikologis manusia maupun lingkungan.

17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Penerbit, UII Pres, 2002, hlm 34.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan

empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku

yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat

pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di

lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil

wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum

mengikat seperti peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
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b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030

f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi

Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literature hasil

karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur
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serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian

2. Studi lapangan (field research) yang dilakukan melalui wawancara adalah

usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan

daftar pertanyaan kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang

dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Kepala Subseksi Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Chepi Hendri

Saputra selaku Kepala Subseksi Bidang Infrastruktur Pengembangan

Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar

Lampung)

2) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar

Lampung (Cik Ali Ayub)

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan,

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan,

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.

c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-

masing dengan sistematis.
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3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,

maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci

kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan

gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga

memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang

diajukan dalam penelitian.
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BAB V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang kota

berbasis lingkungan dilakukan melalui beberapa langkah yaitu menerbitkan

regulasi daerah terkait penataan ruang yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahun 2011-2030, penataan kawasan lingkungan pemukiman padat dan

pemukiman kumuh, serta melakukan perencanaan kerjasama antar instansi

dalam penataan kota berbasis lingkungan

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kebijakan Pemerintah Kota

Bandar Lampung dalam penataan ruang kota berbasis lingkungan adalah

sulitnya kerjasama dan koordinasi antar instansi, kondisi wilayah sebagai

kawasan rawan bencana berupa bencana tanah longsor dan gerakan tanah,

Rawan gelombang pasang dan tsunami dan rawan banjir dan Pengembang

perumahan di Kota Bandar Lampung yang tidak menaati tata ruang kota yang

telah ditentukan oleh Bappeda menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan

masterplan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang

wilayah Kota Bandar Lampung.
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5.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam kaitanya dengan kondisi wilayah yang rawan bencana agar Bappeda

memperketat izin kepada pengembang yang akan mendirikan perumahan.

Selain itu masyarakat disarankan untuk mempertimbangkan lokasi perumahan

yang sesuai dengan tata ruang kota Kota Bandar Lampung, sehingga dapat

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Pemerintah Kota disarankan untuk memberikan sanksi terhadap pengembang

yang tidak menaati RTRW di Kota Bandar Lampungm, baik berupa sanksi

administrasi (pencabutan izin usaha atau, pembekuan aktivitas usaha) dan

sanksi pidana/denda hendaknya diatur dan dilaksanakan secara tegas terhadap

pengembang perumahan yang tidak menaati RTRW yang telah ditentukan
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